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Kesesatan hakim dalam menggali fakta-fakta hukum seperti yang terjadi pada perkara Sengkon dan Karta,
telah menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah, hal mana merupakan
latar belakang dan filosofi diadakannya lembaga peninjauan kembali. Pada prinsipnya, KUHAP “melarang”
untuk menjatuhkan putusan “yang melebihi” putusan yang dimintakan peninjauan kembali, dan hanya
“memperkenankan” putusan yang menerapkan ketentuan pidana “yang lebih ringan”. Asas yang dianut
KUHAP itu sejalan dengan tujuan lembaga peninjauan kembali, yang bermaksud membuka kesempatan
kepada terpidana dalam membel a kepentingannya, untuk terlepas dari ketidak-benaran penegakan hukum.
Meskipun demikian, Mahkamah Agung telah “melegalkan” jaksa penuntut umum untuk “merampas’ hak
terpidanaitu, yakni dikabulkannya permohonan peninjauan kembali yang digjukan oleh “jaksa penuntut
umum” dan pulaterhadap “ putusan bebas’, lebih lagi dijatuhkannya putusan yang “tidak diperbolehkan”,
sehingga peluang dan sarana upaya hukum yang diberikan undang-undang dan “hanya’ kepada terpidana
itu, berbalik “menjadi bumerang” dan “merugikan” terpidana sendiri. Demikian juga dalam memutus
perkara peninjauan kembali, Mahkamah Agung “hanya’ berdasarkan dokumen perkara yang berupa
permintaan peninjauan kembali, berkas perkara semula, serta berita acara pemeriksaan dan berita acara
pendapat hakim pengadilan negeri, “tanpa’ terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secaralangsung
terhadap saksi sebagai novum, hal mana“ penilaian” atas pembuktian “petunjuk” yang bersumber dari alat
bukti keterangan saksi sebagai novum tersebut “bukan” sebagaimana ditentukan Pasal 188 ayat (2) dan ayat
(3) KUHAP. Karenanya, terhadap putusan Mahkamah Agung yang dianggap sebagai penemuan hukum dan
dijadikan sebagai yurisprudensi itu, mesti direnungkan kembali dengan pengkajian secara mendalam.

...... Migiudge in law facts upholding of the courtroom verdict such as Sengkon and Karta law,had arisen a
wrong verdict to innocent persons,that caused a philosophical ratio of alawful review team. Asaprinciple,
KUHAP (Court of lawful Judicial Procedure)is “against” “overrule”’ of plea bargaining (Law Review) and it
only “admits” averdict which appliesfor “light penalty”.The basic right which is adhered in KUHAP must
be in accordance with the lawful review team, that aims to give opportunity to the convictsto defend their
favour, to be free from the unjustice of the law upholding.On the other hand,the Supreme Court has
legalized General Prosecutorsto “seize” the convicted rights,allows the plea of law review wich isissued by
general prosecutors and also for “unguilty verdict”, and pass the verdict to the “unprecise moment” of the
law, so the opportunities and facilities of the convicts for the personal law enforcement which denotes to
defend under the bylaw and toward the convicts “alone” ,but reverse toward the “disarmity” and “the loss of
the convict rights’.And also in passing the verdict in the law review or plea bargaining, the Supreme Court
in passing the verdict is“only” based on criminal case documents, previous case files, investigation
imposing agenda and civil courtroom judgement record,” without” cross-examination in ahead of
eyewitnesses as novum,but the true “assessment” is based on “the guide” of witness statement which testify
the approved evidence case as anovum, “not” stipulated by KUHAP Chapter 188 verses (2), and (3).Thus,
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toward the Supreme Court Verdiction which is prejudice as law finding and as criminal jurisprudence should
be re-discussed deeply.



